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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG  

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, 

mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan 

mendukung pelaksanaan pengendalian impor bahan 

perusak lapisan ozon, perlu penyempurnaan terhadap 

ketentuan mengenai impor bahan perusak lapisan ozon 

dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 

secara elektronik; 

  b. bahwa untuk lebih meningkatan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan impor bahan perusak lapisan ozon, perlu 

melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 

tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-

DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan 

Perusak Lapisan Ozon; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-

DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan 

Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1525); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 
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8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 

tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 936); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN 

IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor 

Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1525) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya 

disingkat BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi 

dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan 

stratosfer. 

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 

3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 

NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan 

oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan 

Pendaftaran. 

4. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat 

API adalah tanda pengenal sebagai importir. 
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5. Persetujuan Impor BPO yang selanjutnya disingkat 

dengan PI BPO adalah persetujuan yang digunakan 

sebagai izin untuk melakukan impor BPO. 

6. Rekomendasi adalah surat keterangan yang 

diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait 

yang berwenang dan merupakan persyaratan untuk 

bahan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor. 

7. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah 

penelitian dan pemeriksaan barang impor yang 

dilakukan oleh surveyor.  

8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi untuk melakukan verifikasi atau 

penelusuran teknis barang impor. 

9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

atau Online Single Submission yang selanjutnya 

disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama 

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem 

elektronik yang terintegrasi. 

10. Indonesia National Single Window yang selanjutnya 

disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang 

memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan 

informasi secara tunggal (single submission of data 

and information), pemrosesan data dan informasi 

secara tunggal dan sinkron (single and synchronous 

processing of data and information), dan pembuatan 

keputusan secara tunggal untuk pemberian izin 

kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-

making for custom release and clearance of cargoes). 

11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

koordinasi penanaman modal. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perdagangan.  
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13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, BPO dapat diimpor 

dan dilarang impor. 

(2) BPO yang dapat diimpor sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) BPO yang dilarang diimpor sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2A 

BPO jenis HCFC-22 dan HCFC-141b dilarang untuk 

digunakan pada: 

a. Pengisian dalam proses produksi mesin pendingin 

ruangan atau Air Conditioner (AC), mesin pengatur 

suhu udara dan alat/mesin refigrasi; 

b. Proses produksi rigid foam untuk barang freezer, 

domestic refrigerator, boardstock/laminated, 

refrigerated trucks; dan 

c. Proses produksi integral skin untuk penggunaan di 

sektor automotive dan furniture.  

 

www.peraturan.go.id


